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ABSTRAK

 Pengeluaran kas merupakan komponen sumber daya yang  sangat penting di dalam melaksanakan
programpembangunanyang telahdirencanakanolehpe merintah.Pengeluarankasmeliputi transaksi-transa ksi
yangmengakibatkanberkurangnyasaldokas tunai at aurekeningbankmilikentitaspemerintahdaerah.O bjek
penelitianiniadalah padaDinasPekerjaanUmum( PU)ProvinsiSulawesiUtara.Tujuanpenelitianini adalah
untukmenganalisisefektivitaspelaksanaansistemd anprosedurpengeluarankaspadaDinasPekerjaanUm um
Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digun akan adalah metode deskriptif  yang bertujuan untuk
membuatgambaransecarasistematis, faktualdanakr ualmengenaifakta-fakta,denganmembandingkananta ra
sistemdan prosedurpengeluaranyangdilakukanole hdinasPekerjaanUmumdengankonsep-konsep tentang
efektivitas sistem pengeluaran kas yang dipelajari secara teoritis. Hasil penelitian pelaksanaan siste m dan
prosedurpengeluarankas,sudahefektifdansesuai denganperaturanyangberlaku,untukpelaksanaanin ternal
kontrol masih kurang  efektif untuk pelaksanaan pen gendalian otorisasi dan pemisahan fungsi masih belu m
terlaksanadenganbaik.

Katakunci: analisis,pelaksanaansistem,prosedurpengeluaran kas.


ABSTRACT

  Cashexpendituresisacomponentthatisveryimp ortantresourceintheimplementationofdevelopmen t
programs that have been planned by the government. Expenditures include cash transactions that result in
reducedcashbalancesincashorthebankaccounts oflocalgovernmententities.Objectofthisresear chison
theDepartmentofPublicWorksofNorthSulawesipr ovince.Thepurposeof this researchwas toanalyze  the
effectivenessof the implementationof systemsand procedures for cashexpensesat theDepartmentofP ublic
Works (PW) of North Sulawesi province.  Analysis meth od used is descriptive method that aims to make a
pictureofsystematic,factualandaccrualsofthe facts,bycomparingbetweensystemandexpensespro cedures
performedbythedepartmentofPublicWorks(PW)wit htheconceptsofeffectivenesscashexpensessyste msare
studiedtheoretically. Implementationofresearchr esultsandprocedurescashexpensessystemiseffec tiveand
inaccordancewithexistingregulationsandforthe implementationofinternalcontrolislesseffecti veduetothe
implementation of the authorization control and the  separation of functions is still not performing we ll.

Keywords: analysis,implementationsystems,procedurescashe xpenditure.
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PENDAHULUAN

LatarBelakang
Perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralis asi menjadi sistem desentralisasi dalam bentuk
otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada  sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang
lingkup kinerja. Hal ini juga memberi dampak pada p engaturan sistem  keuangan pemerintahan di daerah.
Otonomi daerah menuntut pemerintahan daerah untuk l ebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan
asas-asaspelayananpublik yangmeliputi transparan si, akuntabilitas, kondisional, partisipatif,  kesa maanhak,
sertakeseimbanganhakdankewajibandemitercapain ya “goodgovernance” (RoudhahdanYahya,2009).
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu ba gian yang mengalami perubahan mendasar
denganditetapkannyaUndang-Undang(UU)No. 32  T ahun2004tentangPemerintahanDaerahdanUUNo.
33Tahun2004tentangPerimbanganKeuanganPemerint ahPusatdanPemerintahDaerah.KeduaUUtersebut
telahmemberikankewenanganlebih luaskepadapemer intahdaerah.Kewenanganyangdimaksuddiantaranya
adalahkeleluasandalammobilisasisumberdana,men etukanarah, tujuandantargetpenggunaananggaran. Di
sisilaintuntutantransparansidalamsistempemeri ntahansemakinmeningkatpadaerareformasisaatin i,tidak
terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diwajibkan
menyusunlaporanpertanggungjawabanyangmenggunaka nsistemakuntansiyangdiaturolehpemerintahpusa t
dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah  yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, lapor an keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah yaitu
laporanrealisasianggaran.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59  Tahun 2007 tentang perubahan atas
PermendagriNo.13Tahun2006 tentangPedomanPenge lolaanKeuanganDaerah,bahwaprosedurakuntansi
yang diterapkan dalam lingkungan pemerintahan daera h meliputi proedur akuntansi Penerimaan Kas,
Pengeluaran kas,AkuntansiAset danAkuntansi Selai nKas.  Pengeluaran kasmerupakan komponen sumber
daya yang sangat penting di dalam melaksanakan prog ram pembangunan yang telah direncanakan oleh
pemerintah.Kasdiakuisebesarnilainominaldariu angtunaiatauyangdapatdipersamakandenganuang tunai,
serta rekening giro di bank yang tidakdibatasi pen ggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh pengelua ran
kas. Pengeluarankasmeliputi transaksi-transaksi y angmengakibatkanberkurangnya saldokas tunaidan atau
rekeningbankmilikentitaspemerintahdaerah.
DinasPekerjaanUmum(PU)yangberadadiProvinsiS ulawesiUtaradalammengelolakeuangandaerah
harus memiliki sistem dan proedur yang memadai seba gai salah satu tindakan preventif terhadap adanya
penyelewengan dan penyalahgunaan dana pembangunan b erdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem
pengendalian intern Pemerintah,maka judul dalam pen elitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Sistem dan
ProsedurPengeluaranKaspadaDinasPekerjaanUmum (PU)ProvinsiSulawesiUtara.

TujuanPenelitian
 Tujuan penelitian adalah untukmenganalisis efekti vitas pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran
kaspadaDinasPekerjaanUmum(PU)ProvinsiSulawes iUtara.


TINJAUANPUSTAKA

KonsepAkuntansiPemerintahan
PeraturanPemerintahNo.24Tahun2005tentangStan darAkuntansiPemerintahanmenyatakanbahwa
akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pen gklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadi an
keuangan,penginterpretasianatashasilnya,sertap enyajianlaporan. Mahmudi(2011:2)menyatakanOrga nisasi
SekorPublikmerupakanorganisasiyangbergerakdal ambidangpelayananpublikdanpenyelenggaraannega ra
dalamrangkapelaksanaankonstitusinegara.Organis asisektorpublikpadaumumnyaberupalembaga-lemba ga
negaraataupemerintahanatauorganisasiyangmemil ikiketerkaitandengankeuangannegara.
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AkuntansiSektorPublik
Bastian (2009:15)menyatakan akuntansi sektorpubli k adalahmekanisme teknik dananalisis akuntansi
yang diterapkan pada pengelolaan danamasyarakat di  lembaga tinggiNegara dan departemen-departemen di
bawahnya, pemerintah daerah,BUMN,BUMD, LSMdan ya yasan social,maupun pada proyek-proyek kerja
sama sector public dan swasta.  Mardiasmo (2009) me nyatakan istilah “Sektor Publik” memiliki pengertia n
yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konseku ansi dari luasnya wilayah publik sehingga setiap
disiplinilmu(ekonomi,politik,hukumdansosial) memilikicarapandangdandefinisiyangberbeda-bed a.Dari
sudut pandang Ekonomi, Sektor Publik dapat dipahami  sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubunga n
dengan usaha untukmenghasilkan barang dan pelayana n publik dalam rangkamemenuhi kebutuhan dan hak
publik.

PengelolaanKeuanganNegara
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang peng elolaan keuangan daerah menyatakan bahwa
keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dala m rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya sega la bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajibandaerahtersebut.

Definisi InternalControl (PengendalianInternal)
PeraturanPemerintahNo.60tahun2008menyatakanb ahwasistempengendalianinternaladalahproses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilak ukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atau ter capainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perat uran
perundang-undangan.

Kas
 Kasmerupakanaktivalancaryangpalingberhargab agiperusahaankarenasifatnyayanglikuid.Semua
transaksibermuladanberakhirkepenerimaankasat aupengeluarankas, tanpa tersedianyakasyangmema dai,
perusahaanakanmengalamiksulitandalammelakukan aktivitassehari-hari.Akibatnyakegiatanatauakti vitas
perusahaanakanterhambatdantujuantidakdapatdi capai.(Weygandt, etal 2007:462).

SistemPengeluaranKas
 Sistem pengeluaran kas adalah serangkaian proses m ulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan
transaksi dan / atau kejadian keuangan serta pelapo ran keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaanAPBDyang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPKDdan /atau pada SKPD yang dapat
dilaksanakansecaramanualmaupunterkomputerisasi.

ProsedurAkuntansiPengeluarankas
 Halim (2008:80) menyatakan prosedur akuntansi peng eluaran kas meliputi serangkaian proses, baik
manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatata n, penggolongan dan peringkasan transaksi dasar ata u
kejadiankeuangan,hinggapelaporankeuangan,hingg apelaporankeuangandalamrangkapertanggungjawaba n
pelaksanaanAPBDyangberkaitandenganpengeluaran kaspadaSKPDdan/atauSKPKD.

PertanggungjawabanBendaharaPengeluaran
Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang tata cara pen atausahaan dan penyusunan laporan
pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya m enyatakan bahwa bendahara pengeluaran PPKD
menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan fu ngsi kebendaharaan yang berada dalam tanggung
jawabnyasetiaptanggal10bulanberikutnya.Pertan ggungjawabantersebutdisampaikankepadaPPKD.Dala m
melakukanpertanggungjawabantersebut,dokumenyang disampaikanadalahSuratPertanggungjawaban(SPJ).
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TeoriEfektivitas
Efektivitasadalahkesesuaianantaraoutputdengan tujuanyangditetapkan.Efektivitasjugaadalahsua tu
keadaanyangterjadikarenadikehendaki.Kalausese orangmelakukansuatuperbuatandenganmaksudterte ntu
danmmangdikehendaki,makapekerjaanorangitudik atakanefektifbilamenimbulkanakibatataumempuny ai
maksudsebagaimanayangdikehendakisebelumnya.

EfektivitasPelaksanaanTugas
Padadasarnyapengertianefektivitas yangumummenu njukkanpada taraf tercapainyahasil, sering atau
senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, mes kipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.
Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sed angkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara
mencapaihasilyangdicapai itudenganmembandingka nantara inputdanoutputnya.Istilahefektifdane fisien
merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan pat ut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu
organisasi.

METODEPENELITIAN

JenisDatadanSumberData
Jenisdatayangdigunakandalampenelitianinidata kualitatif.Datatersebutberupadokumen,formulir ,
prosedur, informasi tentangpelaksanaansistemdan prosedurpengeluarankasdiDinasPekerjaanUmum(P U)
ProvinsiSulawesiUtara.Datayangdigunakandalam penelitian ini terdiridaridataprimerdandatase kunder.
Data primer berupa data yang didapatkan langsung me lalui wawancara yaitu prosedur dan dokumen
pengeluarankas.Data sekunderberupadata yangdi dapatkandalambuku-buku literatur, jurnal, sertab ahan-
bahaninformasilainnyayangberhubungandenganmat eriyangdibahasolehpenulisyaitubaganalir.

TempatdanwaktuPenelitian
 PenelitianinidilaksanakanpadaDinasPekerjaanU mum(PU)ProvinsiSulawesiUtarayangberlokasi
diJalanTikalaAresNo.80Manado.Penelitianini dilaksanakanmulaibulanFebruari2013.

TeknikPengumpulanData
Teknik yangdigunakandalam pengumpulandata adalah TeknikWawancara, yangdilakukanmelalui
tanyajawabdenganpihak-pihakterkaitdenganpenel itian.

ProsedurPenelitian
Prosedurpenelitianyaitusebagaiberikut.
1. Studikepustakaan
2. Menentukanpermasalahan
3. Penetapanmetodepengumpulandata,observasi,wawan cara,dokumendandiskusiterarah
4. Analisadataselamapenelitian
5. Analisadatasetelahvalidasidanreliabilitas
6. Hasildankesimpulan

MetodeAnalisisData
 Datayangdiperolehakandianalisisdenganmetode deskriptifyaitusuatumetodeyangbertujuanuntuk
membuatgambaransecarasistematis, faktualdanakr ualmengenaifakta-fakta,denganmembandingkananta ra
sistem-sistemprosedur pengeluaranyangdilakukano lehdinasPekerjaanUmum (PU)dengankonsep-konsep
tentangefektivitassistempengeluarankasyangdip elajarisecarateoritis.

DefinisiOperasional
SistemdanprosedurpengeluarankasmekanismeUang Persediaan (UP)adalahuangyangdisediakan
untukmengisitiap-tiapSKPDyangdilakukansetahun sekali.GantiUang(GU)adalahuangyangdiperguna kan
untukmenggantiuangpersediaanyangtelahterpakai .TambahanUang(TU)adalahjikaadapengeluaranya ng
sedemikian rupa sehingga saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya, maka akan dilakukan tambahan
uangkeSKPD.danLangsung(LS)adalahpembayaranl angsungpadapihakketiga.TambahanUangPersediaan
(TUP)adalahpenggunaandanasecaramendesakkarena uangpersediaanhabis.
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HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

SistemdanProsedurPengeluaranKasPadaDinasPeker jaanUmum(PU)ProvinsiSulawesiUtara
Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja me rupakan entitas akuntansi yang mempunyai
kewajibanmelakukanpencatatanatas transaksi-trans aksiyang terjadidi lingkungansatuankerja.Berda sarkan
hasil penelitian, sistem dan prosedur pengeluaran k as pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi
Utara dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendag ri No. 13 tahun 2006 dengan perubahannya No.59
tahun2007tentangPedomanPengelolaanKeuanganDae rah.

ProsedurUangPersediaan(UP)
1. SuratPermintaanPembayaran(SPP-UP)
SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan t iap-tiap SKPD. Pengajuan SPP-UP hanya
dilakukansetahunsekali.ProsedurpengajuanSPP-UP adalahsebagaiberikut.
a.PenggunaanggaranmenyerahkanSPDkepadabendah aradanPPK-SKPD.
a. BerdasarkanSPDdanSPJ,bendaharamembuatSPP-UPb esertadokumenlainnyayangterdiridari:
1. SuratpengantarSPP-UP
2. RingkasanSPP-UP
3. RincianSPP-UP
4. SalinanSPD
5. Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pe ngguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak diper gunakan untuk keperluan selain uang
persediaansaatpengajuanSP2DKepadakuasaBUDdan
6. Lampiranlain(daftarrincianrencanapenggunadana sampaidenganjenisbelanja).
a. BendaharamenyerahkanSPP-UPbesertadokumenlaink epadaPPK-SKPD.
b. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP dan ke sesuaiannya dengan SPD  dan DPA-
SKPD.
c. SPP-UPyangdinyatakan lengkapakandibuatkanranca nganSPMolehPPK-SKPD.PenerbitanSPM
palinglambat2harikerjasejakSPP-UPditerima.
d. RancanganSPMinikemudiandiberikanPKK-SKPDkepa dapenggunaanggaranuntukdiotorisasi.
e. Jika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD akan  menerbitkan surat penolakan SPM.
PenolakanSPMpalinglambat1harikerjasejakSPP- UPditerima.
f. Surat penolakan penerbitan SPM diberikan kepada ben dahara agar bendahara melakukan
penyempurnaanSPP-UP.KemudiandiserahkankepadaPP K-SKPDuntukditelitikembali.
2. SuratPerintahMembayar(SPM-UP)
ProsespenerbitanSPMadalah tahapanpentingdalam penatausahaanpengeluaranyangmerupakan tahap
lanjutan dari proses pengajuan SPP. Adapun langkah- langkah teknis pembuatan surat penerbitan SPM-UP
sebagaiberikut.
a. PengujianSPP
PPK-SKPDmeneliti kelengkapandokumenSPP-UPyang d ilampirkan, apakah sudah sesuai dengan
DPA-SKPDyang terkait serta batasan jumlahdalamSP Dyang terkait.Apabila dinyatakan lengkap
makaPPK-SKPDakanmembuatrancanganSPM.
b. PembuatanSPM
Apabila dinyatakan lengkapmaka PPK-SKPD akanmembu at rancangan SPM.Rancangan SPM ini
dibuat dua rangkap, satu dokumen akan deregister da lam register SPM-UP, sementara dokumen
aslinyaakandikirimkepadapenggunaanggaranuntuk diotorisasi.penerbitanSPMpalinglambatdua
hari kerja sejakditerimanyadokumenSPP-UP.SPMya ng telahdiotorisasidikirmkankepadakuasa
BUDdilengkapidengandokumensuratpernyataantang gungjawabpenggunaanggaran/kuasapenguna
anggaran.
Apabila ternyata PPK-SKPD menyatakan dokumen SPP-UP  belum lengkap/tidak sah maka PPK-
SKPDakanmenerbitkan surat penolakanSPMyang juga  dibuatdalamdua rangkap.Satu dokumen
akandiarsipkandalamregistersuratpenolakanSPM ,sementaradokumenlainnyadikirimkanbersama
SPP-UPyangditolaktadikepadapenggunaanggaranu ntukdiotorisasidandilengkapiolehbendahara
pengeluran.SuratpenolakanSPMditerbitkanpaling lambatsatuharikerjasejakditerimanyadokumen
SPP-UP.
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3. SuratPerintahPencairanDana(SP2D-UP)
SuratPerintahPencairanDana(SP2D)merupakandoku menyangtersediaolehkuasaBendaharaUmum
Dearah (BUD) setelah kuasa BUD meneliti kelengkapan  dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran. Adapun mekanisme SP2D-UP yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
UmumProvinsiSulawesiUtarayaitusebagaiberikut.
a. PenelitianSPM
KuasaBUDmenelitikelengkapandokumenSPM-UPyang dilampirkan,apakahsudahsesuaidengan
DPA-SKPDyang terkait serta batasan jumlahdalamSP Dyang terkait.Apabila dinyatakan lengkap
makakuasaBUDakanmembuatrancanganSP2D.
b. PembuatanSP2D
ApabilakuasaBUDmenganggapbahwadokumensudahle ngkapmakakuasaBUDakanmenerbitkan
SP2Dyangterdiridariempatrangkapyaituberkasp ertamadiberikankepada bendaharapengeluaran
SKPKD, berkas kedua digunakan BUD untuk mencatat SP 2D dan nota debet ke dokumen
penataushaan, berkas ketiga diberikan kepada PPK-SK PD dan berkas keempat diberikan kepada
pihakketiga.

ProsedurGantiUang(GU)
1.  SuratPenyediaanDana(SPD)
SPD adalah surat penyediaan dana, yang dibuat oleh BUDdalam rangkamanajemen kas daerah. SPD
digunakanuntukmenyediakandanabagi tiap-tiapSKP Ddalamperiodewaktu tertentu. InformasidalamSPD
menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan teta pi tidak harus dibuat SPD untuk setiap kegiatan sec ara
tersendiri. Untuk mengakomodasibelanja atas kegiata n yang sifatnya wajib dan mengikat dan harus
dilaksanakan sebelum DPA-SKPD disahkan, PPKD selaku  BUD membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA
disahkan.
2. SuratPermintaanPembayaran(SPP-GU)
SPP-GU dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah t erpakai. Adapun langkah-langkah teknis
pembuatanSPP-GUyaitusebagaiberikut.
a. PersiapanDokumen
Bendaharapengeluaranmempersiapkandokumen-dokumen yangdiperlukansebagai lampirandalam
pengajuanSPP-GUyaitu surat pengesahanSPJ atas pe nggunaandanaSPP-GU sebelumnya, salinan
SPD,suratpernyataanpenggunaanggarandanlampira nlainyangdiperlukan.
b. PembuatanDokumenSPP
SPPkemudiandibuatempat rangkapdengandistribusi  lembarasliuntukpenggunaanggaran (PPK),
salinansatuuntukkuasaBUD,salinanduauntukben daharapengelurandansalinantigauntukarsip.
3. SuratPerintahMembayar(SPM-GU)
Penerbitan SPM adalah otoritas pejabat pengguna ang garan (PPA).Adapunmekanisme Surat Perintah
MembayarGantiUang(SPM-GU)yaitusebagaiberikut.
a. PenggunaanggaranmenyerahkanSPDkepadabendahara danPPK-SKPD.
b. BerdasarkanSPDdanSPJ,bendaharamembuatSPP-UPb esertadokumenlainnyayangterdiridari:
1. SuratpengantarSPP-GU
2.  RingkasanSPP-GU
3.  RincianSPP-GU
4.  suratpengesahanSPJataspenggunaandanaSPP-GUse belumnya
5.  salinanSPD
6.  suratpernyataanpenggunaanggaran
7. LampiranLain
c. bendaharamenyerahkanSPP-GUbesertadokumenlaink epadaPPK-SKPD.
d. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan ke sesuaiannya dengan SPD  dan DPA-
SKPD.
e. SPP-GUyangdinyatakanlengkapakandibuatkanranca nganSPMolehPPK-SKPD.PenerbitanSPM
palinglambat2harikerjasejakSPP-GUditerima.
f. RancanganSPMinikemudiandiberikanPKK-SKPDkepad apenggunaanggaranuntukdiotorisasi.
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g.  Jika SPP-GU dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD akan  menerbitkan surat penolakan SPM.
PenolakanSPMpalinglambat1harikerjasejakSPP- GUditerima.
h. Surat penolakan penerbitan SPM diberikan kepada ben dahara agar bendahara melakukan
penyempurnaanSPP-GU.KemudiandiserahkankepadaPP K-SKPDuntukditelitikembali.

4. SuratPerintahPencairanDana(SP2D-GU)
SP2D dapat diterbitkan jika pengeluaran yang dimint a tidak melebihi anggaran yang tersedia dan
didukungdengankelengkapandokumensesuaidenganp eraturanperundangan.
Adapunlangkah-langkahteknispembuatanSP2Dyaitu sebagaiberikut.
a. PenelitianSPM
KuasaBUDmenelitikelengkapandokumenSPM-GUyang dilampirkan,apakahsudahsesuaidengan
DPA-SKPDyang terkait serta batasan jumlahdalamSP Dyang terkait.Apabila dinyatakan lengkap
makakuasaBUDakanmembuatrancanganSP2D.
b. PembuatanSP2D
ApabilakuasaBUDmenganggapbahwadokumensudahle ngkapmakakuasaBUDakanmenerbitkan
SP2Dyangterdiridariempatrangkapyaituberkasp ertamadiberikankepada bendaharapengeluaran
SKPKD, berkas kedua digunakan BUD untuk mencatat SP 2D dan nota debet ke dokumen
penataushaan,berkasketigadiberikankepadaPPK-SK PDdanberkaskeempatdiberikankepadapihak
ketiga.

ProsedurTambahanUang(TU)
1.  SuratPermintaanPembayaran(SPP-TU)
SPP-TU dipergunakan untuk memintakan tambahan uang,  apabila ada pengeluaran yang sedemikian
rupasehinggasaldo.Adapunlangkah-langkahteknis pembuatanSPP-TUyaitu:

a. PersiapanDokumen
Bendaharapengeluaranmempersiapkandokumen-dokumen yangdiperlukansebagai lampirandalam
pengajuan SPP-TU yaitu surat pengesahan SPJ atas pe nggunaan dana SPP-TU sebelumnya, salinan
SPD, suratpernyataanpenggunaanggaran, surat kete ranganpenjelasankeperluanpengisianTUdan
lampiranlainyangdiperlukan.
b. PembuatanDokumenSPP
SPPkemudiandibuatempat rangkapdengandistribusi  lembarasliuntukpenggunaanggaran(PPK),
salinansatuuntukkuasaBUD,salinanduauntukben daharapengelurandansalinantigauntukarsip.

2.  SuratPerintahMembayar(SPM-TU)
Secara legal, penerbitan SPM adalah otoritas pejaba t pengguna anggaran (PPA). Adapun uraian
penerbitan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (S PM-TU) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
UmumProvinsiSulawesiUtara yaituPPK-SKPDmenelit i kelengkapandokumenSPPTUyangdilampirkan,
kemudian jika sudah sesuai dengan DPA-SKPD yang ter kait serta batasan jumlah dalam SPD yang terkait.
Apabilatelahdinyatakanlengkap,makaPPk-SKPDaka nmembuatrancanganSPM.RancanganSPMinidibuat
duarangkap,satudokumenakanjderegisterdalamre gisterSPM-TU,sementaradokumenaslinyaakandikir im
kepadapenggunaanggaranuntukdiotorisasi.Penerbi tanSPMpalinglambat2harisejakSPP-TUditerima. SPM
yang telahdiotorisasidikirimkepadakuasaBUDdil engkapidengandokumen-dokumenyaitusuratpenganta r
SPP-TU, ringkasan SPP-TU, rincian SPP-TU, surat pen gesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-TU
sebelumnya,salinanSPD,suratpernyataanpengguna anggarandanlampiranlainnya.

3.  SuratPerintahPencairandana(SP2D-TU)
SP2D dapat diterbitkan jika pengeluaran yang dimint a tidak melebihi anggaran yang tersedia dan
didukungdengankelengkapandokumensesuaidenganp eraturanperundangan.Waktupelaksanaanpenerbitan
SP2Dyaituditerbitkanpalinglambat2harisejakS PMditerima,apabiladitolak,dikembalikanpalingl ambat1
harisejakSPMditeimadanpenerbitanSP2Dpalingl ambat2harisejakSPMUP/GU/TU/LSditerima.Dalam
halSP2DyangditerbitkanuntukUP/GU/TU/LS,kuasa BUDmenyerahkanSP2Dkepadapenggunaanggaran.
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ProsedurLangsung(LS)
1. SuratPermintaanPembayaran(SPP-LS)
Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) digun akan untuk pembayaran langsung pada pihak
ketigadenganjumlahyangtelahditetapkan.SPP-LS dapatdikelompokkanmenjadi:
a.SPP-LSgajidantunjangan
b.SPP-LSbarangdanjasa
b. SPP-LSbelanjabunga,hibah,bantuandantakterdu gasertapengeluaranpembiayaan
SPP-LS belanja bunga, hibah, bantuan dan tak terdug a serta pengeluaran pembiayaan mempunyai
perlakuankhusus sebagaibelanja levelpemerintahd aerahyangdikelolaolehbendahara tersendiriyang
diaturdengankeputusankepaladaerah.

Berikut ini merupakan uraian kegiatan prosedur pemb uatan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS yang
dilakukanolehDinasPekerjaanUmumProvinsiSulawe siUtara:
a. PenggunaanggaranmenyerahkanSPDkepadabendahara danPPK-SKPD.
b. BerdasarkanSPDdanSPJbendaharamembuatSPP-LSbe sertadokumenlainnyayaitusuratpengantar
SPP-LSgaji,daftargajidankelengkapanberkasSK jabatan,SKkenaikanpangkat,danSKkenaikan
berkala.
c. BendaharamenyerahkanSPP-LSgajibesertadokumenl ainnyakepadaPPK-SKPD.
d. PPK-SKPDmenelitikelengkapanSPP-LSgajiberdasark anSPDdanDPA-SKPD.
e. SPP-LSgaji  yangdinyatakan lengkapakandibuatkan  rancanganSPMolehPPK-SKPD.Penerbitan
SPMpalinglambatduaharikerjasejakSPP-LSgaji diterima.
f. RancanganSPMinikemudiandiberikanPPK-SKPDkepad apenggunaanggaranuntukdiotorisasi.
g.  Jika SPP-LS gaji  dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKP D akan menerbitkan surat penolakan SPM.
PenolakanSPMpalinglambatsatuharikerjasejakS PP-LSgajiditerima.
h. Surat penolakan penerbitan SPM diberikan kepada ben dahara, agar bendahar melakukna
penyempurnaanSPP-LSgaji,kemudiandiserahkankepa daPPK-SKPDuntukditelitikembali.

ProsedurTambahanUangPersediaan(TUP)
PenerbitanSPP-TUPadalahsebagaiberikut.
1. Rincian rencanapenggunaandanaTUPdariKPA/pejaba tyangditunjukbahwadandimaksuduntuk
kebutuhanmendesak
2. RinciansisadanaMAKyangdimintakanTUP
3. SuratpernyataandariKPA/pejabatyangditunjukbah wa:
a.  DanaTUP tersebut akandigunakanuntuk keperluanme ndesakdan akanhabis digunakandalam
waktu1bulanterhitungsejaktanggalditerbitkanS P2D
b. ApabilaterdapatsisadanaTUPharusdisetorkanke rekeningkasNegara
c.  Tidakuntukmembiayaipengeluaranyangseharusnyad ibayarkansecaralangsung

Pembahasan

Prosedur akuntansi pengeluran kas Dinas PekerjaanU mum telah sesuai dengan Permendagri No. 13
tahun2006denganperubahannyaNo.59 tahun2007 ten tangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah.Sistem
akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian pros es baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari
pencatatan,penggolongandanperingkasantransaksi dasarataukejadiankeuanganhinggapelaporankeuan gan,
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ya ng berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD
dana/atauSKPKD.Halim(2008:80).

Sistemdanprosedurpengeluarabkasterdiridari4 subsistemyaitusebagaiberikut.
1. SubsistempengeluarankaspembebananUangPersedia an(UP)
2. SubsistempengeluarankaspembebananGantiUang(G U)
3. SubsistempengeluarankaspembebananTambahanUang (TU)
4. SubsistempengeluarankaspembebananLansung(LS)
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ProsedurUangPersediaan(UP)
Berdasarkan SPD bendahara pengeluaran mengajukan SP P-UP kepada pengguna anggaran/kuasa
penggunaanggaranmelaluiPPK-SKPDdalamrangkapen gisianuangpersediaan.JikaSPPdianggapsahmaka
pengguna anggaran/kuasapengguna anggaran akanmene rbitkanSPMpaling lamaduahari sejakditerimanya
dokumen SPP,jika SPP dianggap belum sah maka penggu na anggaran/kuasa pengguna anggaran akan
menerbitkan surat penolakan SPM paling lama satu ha ri sejak diterimanya dokumen SPP. Kemudian kuasa
BUD akan meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diaj ukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidakmelam paui pagu danmemenuhi persyaratan yang ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan. Kelengkapan doku men SPM untuk menerbitkan SP2D adalah surat
pernyataantanggungjawabpenggunaanggaran/kuasape nggunaanggaran.

ProsedurGantiUang(GU)
Penerbitan dan pengajuan SPP-GU dilakukan oleh bend ahara pengeluaran untuk memperoleh
persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna a nggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang
persediaan. Kemudian pengguna anggaran/kuasa penggu na anggaran akan menerbitkan SPM jika semua
dokumen dianggap sah dan jika tidakmaka pengguna a nggaran/kuasa pengguna anggaran akanmenerbitkan
surat penolakan SPM. Kuasa BUD kemudian meneliti ke lengkapan SPM yang diajukan jika sudah sesuai
dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Kele ngkapan dokumen SPM-GU untuk menerbitkan SP2D
yaitusebagaiberikut.
1. Suratpernyataantanggungjawabpenggunaanggara n/kuasapenggunaanggaran
2. Suratpengesahanpertanggungjawabanbendaharap engeluaranperiodesebelumnya
3. Ringkasanpengeluaranyangdisertaidenganbukt i-buktipengeluaranyangsahdanlengkap
4. BuktiataspenyetoranPPN/PPh

ProsedurTambahanUang(TU)
Penerbitan dan pengajuan SPP-TU dilakukan oleh bend ahara pengeluaran untuk memperoleh
persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna a nggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan
uang persediaan. Batas jumlah pengajuan SPP-TU haru s mendapat peersetujuan dari PPKD, dalam hal dana
tambahan uang tidak isa habis digunakan dalam 1 bul an, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas
umum daerah. Kemudian pengguna anggaran/kuasa pengg una anggaran akan menerbitkan SPM jika semua
dokumen dianggap sah dan jika tidakmaka pengguna a nggaran/kuasa pengguna anggaran akanmenerbitkan
surat penolakan SPM. kuasa BUD akan meneliti keleng kapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran y ang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundan g-undangan. Kelengkapan dokumen SPM untuk
menerbitkanSP2Dadalahsuratpernyataantanggungja wabpenggunaanggaran/kuasapenggunaanggaran.

ProsedurLangsung(LS)
Penerbitan dan pengajuan SPP-LS dilakukan oleh bend ahara pengeluaran untuk memperoleh
persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna a nggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan
uangpersediaan.Kemudianpenggunaanggaran/kuasa p enggunaanggaranakanmenerbitkanSPM jika semua
dokumen dianggap sah dan jika tidakmaka pengguna a nggaran/kuasa pengguna anggaran akanmenerbitkan
surat penolakan SPM.. Kuasa BUD kemudian meneliti k elengkapan SPM yang diajukan jika sudah sesuai
dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Kele ngkapan dokumen SPM-LS untuk menerbitkan SP2D
yaitu:
1. Suratpernyataantanggungjawabpenggunaanggara n/kuasapenggunaanggaran
2. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap se suai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan
dalamperaturanperundang-undangan.
Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) digun akan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga
denganjumlahyangtelahditetapkan.

ProsedurTambahanUangPersediaan(TUP)
TambahanUangPersediaan (TUP)adalahpenggunaanda na secaramendesakkarenauangpersediaan
habis. TUP sangat jarang dilakukan olehDinas Peker jaanUmum (PU) provinsi SulawesiUtara,maka untuk
mencegahterjadinyaTUPpadaproyekyangdilaksanak anolehDinasPekerjaanUmumsetiapproyekharusad a
perencanaandanperinciananggaran/biayasehinggaa pabilaUPtidakmencukupimakaakandibuatTU.
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SistempengendalianInternal

1. Lingkunganpengendalian
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara m empunyai pegawai yang berintegritas dan
berkompeten, seluruh pegawai menciptakan dan memeli hara lingkungan dalam organisasi yang
menimbulkan kebersamaan, menegakkan tindakan disipl in yang tepat atas penyimpangan terhadap
kebijakan danprosedur atau pelanggaran terhadap at uranperilaku,menyelenggarakanpelatihandan
pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi
pekerjaannya, karena ada penilaian kinerja yang dil akukan oleh Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara
setiapberakhirnyatahunanggaran.

2. Penilaianresiko
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara m emberikan penilaian resiko yang mungkin
akandihadapiolehunitorganisasibaikitudalamm aupundariluarorganisasi,sepertisebelummereka
melaksanakanproyekmerekaharusmelihat kondisi al am, struktur tanahdalammelaksanakan suatu
pembangunan dilokasi pelaksanaan pekerjaan, terutam a dalam perencanaan yang harus akuntabel,
hasil pekerjaan baik volume dan kualitas pekerjaan harus sesuai dengan gambar atau desain
perencanaanawal.Pelaksanaanpenilaianresikosuda hefektifsesuaidenganPeraturanPemerintahNo.
60Tahun2008TentangSistempengendalianInternal.

3. Kegiatanpengendalian
Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dal am pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan
pengendalianyangdilakukanolehDinasPekerjaanUm um (PU)ProvinsiSulawesiUtaraantara lain
sebagaiberikut.
a.Reviewataskinerjaorganisasiyangbersangkutan
b.PembinaanSumberDayaManusia(SDM)
c.Pengendalianataspengelolaansisteminformasi
d.Pengendalianfisikdanaset
e.Penetapandanreviuwatasindikatordanukurank inerja
f.Pemisahanfungsi
g.Otorisasiatastransaksidankejadianyangpenti ng
h.Pencatatanyangakuratdantepatwaktuatastran saksidankejadian
i.Akuntabilitasterhadapsumberdayadanpencatat annya
j.Dokumentasiyangbaikatassistempengendalian internalsertatransaksidankejadianpenting
KegiatanpengendalianyangdilakukanolehDinasPek erjaanUmum(PU)masihkurangefektifkarena
pelaksanaanpengendalianotorisasidanpemisahan fu ngsimasihbanyakyang rangkapfungsi seperti
dalampelaksanaanpembuatanSPPbendahararangkapf ungsisebagaibagianpenatausahaanSKPD.

4. Informasidankomunikasi
Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Ut ara informasi dan komunikasi itu sangat
penting karena kerjasama antara pegawai sangat dibu tuhkan dalam penyampaian informasi ke
masyarakat(Publik)harussinergisagartidakterja diperbedaaninformasimenyangkutpekerjaanyang
menimbulkan keraguan darimasyarakat dalammencari informasi yang akurat berdasarkan rencana
kerja dari instansi. pelaksanaan infomasi dan komun ikasi sudah efektif sesuai dengan Peraturan
PemerintahNo.60Tahun2008TentangSistempengend alianInternal.

5. Pemantauan
Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan dilapangan, d ilaksanakan survei lokasi dalam rangka
persyaratanuntukpenyusundesainataugambarsuatu bangunanyangakandibangun.Dalamtahapan
pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan monitoring agar dapat diketahui presentasi penyelesaian
pekerjaan dilapangan dengan menyusun suatu laporan sesuai mutu dan kualitas pekerjaan yang
dihasilkan. Pemantauan yang dilakukan olehDinas Pe kerjaanUmum (PU) Provinsi SulawesiUtara
sudah efektif dan sesuai dengan Peraturan Pemerinta h No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
pengendalianInternal.
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PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkanhasilpenelitianyangdilakukan,dikemu kakankesimpulanyaitu:
PelaksanaanpengeluaranbelanjaUangPersediaan (UP )/GantiUang(GU)/TambahUang (TU)/Langsung (LS)
padaDinasPekerjaanUmumProvinsiSulawesiUtaras udahefektifdansesuaidenganperaturanyangberla ku
danuntukpelaksanaaninternalkontrolmasihkurang  efektif karenauntukpelaksanaanpengendalianot orisasi
danpemisahanfungsimasihbanyakyangrangkapfung sisepertidalampelaksanaanpembuatanSPPbendahar a
rangkapfungsisebagaibagianpenatausahaanSKPD.

Saran
Berdasarkanhasilpenelitian,dikemukakansaranseb agaiberikut.
1. Meningkatkan dan mempertahankan keefektifan pelaksa naan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara d an diharapkan untuk tetap mengikuti peraturan
yangberlakujikaterjadiperubahanperaturan.
2. Untukinternalcontrolharusdipertahankandanlebi hditingkatkanterlebihdalampelaksanaanpengendal ian
otorisasidanpemisahanfungsi.
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